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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan 

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak yang menjadi 

korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan posisi lemahnya 

anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap 

kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, 

bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam 

rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan 

yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini 

dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana 

kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan 

tindak pidana pencabulan pada anak.
1
 

 

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia 

yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak 

pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih di 

bawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma 

fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa 

berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.  
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Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP:  

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur 

wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa 

belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan tahun.  

 

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu 

belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut 

dalam Pasal 291 dan Pasal 294.  

 

 

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana 

kesusilaan selanjutnya diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Latar belakang pemberlakuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk 

perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai 

aspek kehidupan. Oleh karena itu Nomor 23 Tahun 2002 diberlakukan dalam 

rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang 

meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas 

perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa 

diskriminasi. Setiap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan memiliki 

hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak 

Asasi Manusia.  

 

Pada dasarnya hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang 

digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan 

antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan 
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nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di satu pihak dan nilai-nilai 

ketertiban sebagai kepentingan antar pribadi di pihak lain. Arti penting 

perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk 

menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan cara khusus, 

dan menghindarkan manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. 

Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.
2
  

 

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak pidana 

kesusilaan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, 

nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan 

mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara stake holder dalam 

penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana 

pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua 

kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai 

subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses 

pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan 

sosial. 

 

Perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan 

dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan 

hukum dan sosial bagi bagi anak yang beresiko atau menjadi korban tindak pidana 

kesusilaan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan 

reintregasi anak korban tindak pidana kesusilaan. Caranya antara lain dengan 

mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban 
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tindak pidana kesusilaan dalam keseluruhan prosedur perundangan, memberi 

pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang 

menjadi korban tindak pidana kesusilaan biasanya mengalami trauma yang akan 

berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.  

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar 

pertimbangan yang di dasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-

alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar 

memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu 

dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana 

kesusilaan. Sementara itu di sisi lain penegak hukum sangat terikat pada asas 

legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, 

dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus 

berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai 

kemanusiaan dan tidak jarang, kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena 

imbas dari sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan 

politik dan uang. Oleh karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran 

baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang 

memadai bagi para pencari keadilan khususnya dalam hal ini.  
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Sebagai contoh perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan 

oleh lelaki dewasa adalah Perkara Nomor: 66/Pid/2013/ PT.TK. Terdakwa 

bernama Maesa Andika Setiawan (29 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban CN (17 tahun), 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: 

(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi 

setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya 

atau dengan orang lain.  

 

 

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas maka seharusnya terdakwa dipidana 

minimal paling singkat 3 (tiga) tahun penjara, tetapi pada kenyataannya Majelis 

Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara terhadap 

terdakwa, dikurangi dengan masa tahanan. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya di 

lapangan, sehingga diperlukan kajian secara lebih mendalam mengenai dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

pencabulan terhadap anak. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dan 

menuangkannya ke dalam Skripsi yang berjudul: “Analisis Dasar Pertimbangan 

Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pencabulan terhadap 

Anak (Studi Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK)”. 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

1. Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 

66/Pid/2013/PT.TK? 

b. Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak 

dalam Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK sudah sesuai dengan rasa 

keadilan?  

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup substansi penelitian adalah hukum pidana, khususnya yang 

berkaitan dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. Ruang lingkup 

lokasi penelitian adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA 

Tanjung Karang, dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 

66/Pid/2013/PT.TK 
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b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan 

terhadap anak dalam Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK sudah sesuai 

dengan rasa keadilan  

 

2. Kegunaan Penelitian  

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu 

hukum pidana, khususnya yang terkait dengan dasar pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi positif bagi 

aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pencabulan terhadap 

anak. Selain itu dapat pula bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak. 

 

D. Kerangka Teori dan Konsepsional  

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau 

dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya 

penelitian hukum.
3
 Kerangka teoritis yang lain digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

 

                                                 
3
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a. Teori Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusanputusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang siciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan 

putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu 

tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping 

adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim 

yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.
4
  

                                                 
4
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar  

 Grafika,.2010, hlm.103. 
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Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu: 

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
 5

  

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, 

kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat. 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana, yaitu:  

1. Teori keseimbangan 

Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau 

berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang 

berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

2. Teori pendekatan seni dan intuisi 

                                                 
5
 Ibid, hlm.104. 
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Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan 

dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, 

hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam 

perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan 

putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan. 

3. Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana 

harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-

mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam 

menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya 

dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan 

pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana 

dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang 

berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 
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disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para 

pihak yang berperkara. 

6. Teori kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, 

masyarakat dan bagi bangsnya.
6
 

 

Hakim dalam putusannya harus memberi rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu 

kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkan dengan 

hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasar pada 

penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup dan 

berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor 

budaya, sosial, ekonomi, dan politik.  

b. Teori Keadilan 

Keadilan menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang 

apa yang menjadi haknya. Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai 

berikut:  

 

                                                 
6
 Ahmad Rifai, Op. Cit. hlm.105-106. 
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1) Keadilan Legal 

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai 

dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan 

tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal 

menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan 

negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan 

secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. 

Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan 

hukum yang berlaku. 

2. Keadilan Komutatif 

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain 

atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan 

komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan 

warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku 

sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut 

pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.
7
 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada 

praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum 

ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa 

                                                 
7
 Sudikno Mertokusumo. Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012. hlm.105-106. 
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lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, 

kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor 

tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan 

normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.
8
 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang 

tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang 

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan 

substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal 

salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil 

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar 

substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim 

harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan 

substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi 

rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang 

yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum. Artinya, 

hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda 

dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu 

saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan 

lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.
9
  

 

 

                                                 
8
 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
9
 Ibid hlm. 65 
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3. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.
10

 Berdasarkan definisi tersebut, maka 

konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
11

  

b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan
12

 

c. Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang 

berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

perundang-undangan. Setiap perbuatan pidana selalu dipandang bersifat 

melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
13

 

d. Perkara pidana adalah bagian dari perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana 

merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang 

dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku
14

  

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-

                                                 
10

 Soerjono Soekanto, Op.Cit. hlm.63 
11

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
12

 Ahmad Rifai, Loc.Cit. hlm.112 
13

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 1996, hlm. 152-153. 
14

 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina  

 Aksara, 1993, hlm. 46 
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undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum
15

 

f. Tindak pidana Pencabulan berarti suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-

laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan secara 

tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.
16

 

g. Anak adalah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan
17

 

h. Tindak pidana kesusilaan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan 

seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai 

dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan 

akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan 

harga diri dan kehilangan kesucian
18

 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara 

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

                                                 
15

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, 

Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 25  
16

 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005  

 hlm. 66 
17

 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
18

 Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak. Ford Foundation.  

 Jakarta. 2005.hlm.2.  
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II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan tindak pidana, tindak pidana 

pencabulan, dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana, 

dan definisi tentang anak. 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

dalam penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar 

pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK dan 

pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam 

Putusan Nomor: 66/Pid/2013/PT.TK sudah sesuai dengan rasa keadilan  

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 


